BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR: 44 TAnyu 2013
TENTANG

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN

Menimbang

. B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG ,

bahwa rangka pemenuhan air irigasi untuk berbagai pihak
dan sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan
tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota, perlu dibentuk
kelembagaan pengelolaan irigasi;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah
sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi sub bidang
urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa guna memberikan dasar dan tuntutan dalam
pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menindak lanjuti Pasal 2
ayat (1) dan (2) pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi, serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi
Irigasi,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Enrekang tentang Penguatan Kelembagaan

Pengelolaan Irigasi Kabupaten.






Mengingat:

1.

2

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan
Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan

Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 533);
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9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10.

11.

N 12.

13.

Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan
Jaringan irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 537);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 638);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
640);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan

Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 869);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN
a PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Daerah adalah Kabupaten Enrekang;
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12,

13.

4

Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang;
Bupati adalah Bupati Enrekang;

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan
air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi
irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi

pompa, dan irigasi tambak;

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen
irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya

manusia;

Komisi Irigasi Kabupaten adalah Lembaga koordinasi dan
komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil
perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil
pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten, dan wakil komisi

irigasi Kabupaten/Kota;

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi;

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang
terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap,
bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya;

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan
bangunan pelengkapnya;

.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi

sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier
yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan

pelengkapnya;
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah yang membidangi irigasi;

Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat
P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi
wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak
tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani

pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
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14. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A
adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat
bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada
daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok
sekunder atau satu daerah irigasi;

15. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan dan
peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi;

16. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi
operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada

daerah irigasi; dan

BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kabupaten, meliputi:

a.
b.

C.

Perangkat Daerah yang membidangi irigasi;
Komisi Irigasi Kabupaten; dan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (GP3A).

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
sumberdaya air;

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
Pertanian;

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

perencanaan pembangunan daerah; dan

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat
daerah.

Pengurus Kelembagaan Pengelolaan Irigasi selanjutnya disingkat Pengurus

KPI adalah unsur pimpinan KPI, yang terdiri atas ketua, ketua harian,
sekretaris, wakil sekretaris, dan ketua-ketua bidang yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
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Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pasal 3

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
mempunyai tugas:

a. mempersiapkan Rumusan kebijakan Teknis Kabupaten dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten
Enrekang;

b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan Teknis
Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Teknis Kabupaten
dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah
Kabupaten Enrekang;

d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang menjadi
wewenang Pemerintah Kabupaten Enrekang;

e. melakukan pembinaan penyelenggaraan di bidang irigasi;

f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan
dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi

yang luasnya kurang dari 1000 ha yang menjadi wewenang Pemerintah
Kabupaten Enrekang;

g merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan
sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten

Enrekang;

h. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari

1000 ha yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Enrekang;

i. melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah
irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha yang menjadi wewenang
Pemerintah Kabupaten Enrekang;

j. menyiapkan rekomendasi teknis untuk penggunaan dan pengusahaan air
irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang;

k. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi di wilayah
Kabupaten Enrekang dalam pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;
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c. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Pola Tanam dan
Tata Tanam Tahunan pada daerah irigasi di wilayah Pemerintah
Kabupaten;

d. memberikan dukungan aspek pertanian dalam upaya pengendalian alih
fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi di wilayah Pemerintah
Kabupaten,;

e. memberikan bimbingan pengembangan jaringan irigasi tersier;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan jaringan irigasi;

g melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi
optimasi pengelolaan air untuk usahatani pada daerah irigasi di wilayah
Kabupaten,;

h. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan
dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;

i. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam fasilitasi penyelesaian
sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi pada daerah irigasi diwilayah Pemerintah Kabupaten;

j. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam pelaksanaan

monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi di wilayah Pemerintah Kabupaten;

k. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani di
daerah-daerah irigasi di Pemerintah Kabupaten;

l. memberikan bantuan teknis pertanian kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
dan

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan

pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air di wilayah Kabupaten.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ¢

mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi untuk sinkronisasi rencana pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi ke dalam rencana pembangunan
daerah Kabupaten;

b. memberi dukungan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan
perencanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

pada daerah yang menjadi wilayah Pemerintah Kabupaten;
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Bagian Kedua
Komisi Irigasi Kabupaten
Pasal 4
Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi daerah
irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab
pemerintah kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha yang menjadi

wewenang pemerintah kabupaten,

Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) komisi irigasi

Kabupaten mempunyai dengan tugas :

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan

meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian
air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;

c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui

forum musyawarah pembangunan;

d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh
dinas/instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang
tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak dan/atau
giliran, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian
air;

e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang
meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas

rehabilitasi;

f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;

g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air
untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan
peningkatan jaringan irigasi;

h. memberikan masukan kepada Bupati mengenai penetapan hak guna
pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada
badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;

i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi
permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat
bencana alam lain;

J. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan

peraturan daerah tentang irigasi;
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memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga

keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

melaporkan kepada Bupati hasil program dan progres, masukan yang
diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu)
tahun.

Bagian Ketiga
Perkumpulan Petani Pemakai Air
Pasal 5§

P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai

tugas:

a.
b.

g
h.

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

memberi persetujuan pembangunan, pemaanfa’atan, pengubahan,
dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada
jaringan irigasi trersier berdasarkan pendekatan partisipatif;
berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
diwujudkan melalui pemikiran awal, pengambilan keputusan dan
pelaksanaan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;

berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, material, dana,
dan tenaga, dengan semangat kemitraan serta kemandirian;
berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer
dan sekunder sesuai dengan kemauan dan kemampuannya;

melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier; dan

melakukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai

tugas:

a.

mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan kerjasama antar P3A untuk pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi;

mengkoordinasikan P3A pada satu jaringan sekunder dalam
melaksanakan partisipasi pada pengembangan dan pengelofaan jaringan

irigasi sekunder; dan
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